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ABSTRAK

Kustyarini, Avif. 2023. Analisis Akuntanbilitas Dan Transparansi Pengelolaan

Dana Desa Di Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Pada
Tahun 2022. Skripsi. Akuntansi. STIE Cendekia. Dra. Susilowati Rahayu, MM.

selaku pembimbing satu dan Nurul Mazidah. SE.,MSA., Ak. selaku pembimbing
dua.

Kata kunci : Pemerintah desa, Pengelolaan dana desa, Permendagri No 20 Tahun
2018

Pemerintah desa berperan penting sebagai sarana subyek pembangunan,
penyaluran  tenaga  Kerja, sekaligus  menjadi  penggerak  utama
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa untuk terciptanya pelayanan yang
baik bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa merupakan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui akuntanbilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa
di Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro apakah telah
sesual berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018. Penelitian in1 menggunakan
metode kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Dari hasil analisis didapatkan bahwa Pemerintah Desa Kalicilik
Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro telah melakukan Pengelolaan dana
desa sesuai berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 dari tahapan
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala salah satuya yaitu pencairan
dana yang terlambat mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai
jadwal sesuai yang telah ditentukan diawal perencanaan. Transparansi dan
akuntanbilitas pada Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
sudah dilakukan dengan tepat. Pemerintah desa mengumumkan hasil laporan
realisasi di media sosial tertentu dan memasang papan baliho sehingga masyarakat
dapat dengan mudah mengetahui hasilnya. Dari penelitian dapat disarankan
kepada pemerintah desa untuk lebih optimal dalam pelaksanaan pengelolaan dana
desa dan mendalami pemahaman tentang peraturan pengelolaan dana desa.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh penduduk yang bertempat
tinggal di dalam suatu masyarakat. Desa merupakan perwujudan kesatuan
geografi, sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang terdapat di suatu daerah
dalam hubungan. Masyarakat desa merupakan kelompok manusia atau
individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling
berhubungan, di dalam masyarakat desa akan terjadi interaksi yang dilakukan
oleh perorangan maupun kelompok. Desa sendiri terbentuk atas prakarsa
beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan
memerhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi, serta

sosial budaya orang-orang setempat yang akhirnya terbentuklah desa.

Desa sekarang ini menjadi objek sentral yang menjadi perhatian utama
pemerintah. Dalam perkembangannya, kini desa telah menjadi berbagai
bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju
dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa
memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan
dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan

perataan kemampuan ekonomi.(Widyanti 2018:118-16)

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 keuangan desa dikelola

berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan
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tertib dan disiplin anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB)
merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 desember.
Penerimaan desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa. Pengeluaran
desa adalah uvang yang keluar dari rekening kas desa. Pendapatan adalah
semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa
dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Belanja desa adalah semua
pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Pembiayaan desa adalah semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun anggaran berikutnya.

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi
di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan
pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk
laporan keuangan yang digunakan pihak- pihak yang berhubungan

dengan desa (Sujarweni, 2015:17).

Akuntansi keuangan desa merupakan suatu kegiatan dari pencatatan
sampai pelaporan data keuangan di dalam pemerintahan desa sehingga
menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. Fungsi tindakan
tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan
menghasilkan keputusan bagi pimpinan kepala desa yang dapat dimanfaatkan

untuk kesejahteraan masyarakat.
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Menurut Krina (2003:2), yaitu komunikasi kepada publik yang diberikan
oleh pemerintah, dan hak yang dimiliki masyarakat untuk memperoleh semua
informasi. Jika pemerintah tidak menangani kinerjanya dengan baik maka
kedua aspek tersebut akan sulit dilakukan. Dengan demikian, asas transparan
menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruhproses dalam setiap
tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait
pengelolaan keuangan desa. Transparansi dengan demikian, berarti
pemerintah desa proaktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan

saja untuk mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
merupakan badan pemerintah yang berwenang di Desa Kalicilik Kecamatan
Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Sebagai badan pemerintahan yang
berwenang, pemerintah desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten
bojonegoro berperan penting sebagai sarana subyek pembangunan,
penyaluran tenaga kerja, menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat,
memberikan kemudahan akses usaha, sekaligus menjadi penggerak utama
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa untuk terciptanya pelayanan

yang baik bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dilaksanakan untuk
menwujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan
rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga mampu
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju

masyarakat yang makmur, adil. dan sejahtera. Dengan adanya tata kelola
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dengan efisien, dan efektif diharapkan pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat dapat meningkat dengan cepat. Dilihat juga dari Visi Desa
Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro vyaitu “Terwujudnya
Desa Kalicilik Yang Rukun dan Makmur Berlandaskan Moral Agama serta
Terdepan Dalam Bidang Pertanian™ dimana nilai budaya lokal yang masih
dijunjung tinggi di desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten
Bojonegoro ini adalah integrasi keagamaan. Berdasarkan latar belakang
tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis
Akuntanbilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalicilik

Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro™.

B. Fokus Penelitian
Fokus dalam penelitian ini1 adalah sistem akuntanbilitas dan transparansi
pengelolaan dana desa. di Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten
Bojonegoro berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 karena bagi
masyarakat begitu penting terbukanya pemerintah desa dalam mengelola dana

desa.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka
penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana akuntanbilitas dan
transparansi pengelolaan dana desa pada tahun 2022 di Desa Kalicilik
Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Permendagri No.

20 Tahun 20187™.

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN... AVIF KUSTYARINI



SKRIPSI - PERPUSTAKAAN STIE CENDEKIA BOJONEGORO

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di
Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro pada
tahun 2022 sudah tepat ?

b. Untuk mengetahui apakah Transparansi Pengelolaan Dana Desa di
Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro pada
tahun 2022 sudah tepat ?

2. Manfaat Penelitian
Analisis dalam penelitian ini penulis/peneliti harap dapat memberikan
manfaat kepada banyak pihak sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan
pengetahuan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya di
samping itu sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan
pemahaman tentang pengelolaan dana desa.
b. Manfaat Praktis
- Bagi Masyarakat
Dapat memberi informasi, edukasi, dan wawasan kepada
masyarakat mengenai pengelolaan dana desa.

- Bagi Penulis
Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai system

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN... AVIF KUSTYARINI



SKRIPSI - PERPUSTAKAAN STIE CENDEKIA BOJONEGORO

- Bagi Pemerintah
Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan
dalam menciptakan peranan pemerintah desa dalam
mengalokasikan dana desa sehingga dapat meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan desa desa di Desa Kalicilik Kecamatan

Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
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BAB I1

KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN EMPIRIS

A. Kajian Pustaka

1. Definisi Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang desa secara eksplisit memberikan tugas pada
pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
yang berdasarkan pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan tujuan dasar
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah desa
menjadi  pusat pelayanan warga desa dengan berbagai macam
urusan. Misalnya, pengajuan pembuatan KTP, pembuatan akta tanah,
pembuatan akta kelahiran dan kematian, penyaluran program pemerintah,
tempat pelaksanaan posyandu, pendaftaran pernikahan dan lain

sebagainya.
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Pemerintah desa juga bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan
desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan didesa,
pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban,
melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan,

dan penataan dan pengelolaan wilayah.

2. Keuangan Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
(Permendagri No 20 tahun 2018).

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban desa tersebut.Keuangan desa berasal dari pendapatan
asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa
yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan

pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah.
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Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh
pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan
pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari
APBN. (Nurcholis. 2011 : 81).

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan,
akuntabel,  partisipatif = serta  dilakukan dengan tertib dan
disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya
dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan
masyarakat dalam penyusunannya.Disamping itu, keuangan desa harus
dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah
sistem akuntansi keuangan pemerintah. (Nurcholis. 2011 : 82).

Semua uvang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang Negara dan uang rakyat,
yang harus dikelola berdasar pada hukum atau peraturan yang berlaku,
khususnya:

a. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
b. PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6

Tahun 2014 tentang Desa.

c. PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari

APBN.

d. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan

Desa.
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3. Pengelolaan Kenangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan adanya tata kelola dengan
efisien, dan efektif diharapkan pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat dapat meningkat dengan cepat. Pengelolaan keuangan desa
bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di
tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mendorong
pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan

kearifan lokal.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan
disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam
melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri
dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan
pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil,
makmur dan sejahtera. Pengelolaan keuangan berarti mengurus dan
mengatur keuangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sebagai

berikut:

a. Akuntabilitas
Organisasi harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada
lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang

dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung
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jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan
harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan
yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang
serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan
memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas
sumbernya dan tepat penggunaannya.
b. Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan
Pengelolaan keuangan harus ditata dan dikelola sedemikian rupa
sehingga mampumelunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik
jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada
waktu yang telah ditentukan.
c. Kejujuran
Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan pada prinsipnya
harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat
dipercaya.
d. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency)
Merupakan tata cara mengurus keuangan harus sedemikian rupa
sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan
untuk mencapai tujuan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan

dalam waktu yang secepat-cepatnya.
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e. Pengendalian
Para aparat pengelola keuangan dan petugas pengawasan harus
melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.
Pada dasarnya pengelolaan (manajemen) keuangan adalah sebuah
proses memperoleh, mengelola serta menggunakan dana yang ada

dalam suatu organisasi atau perusahaan.

4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan peraturan menteri
dalam negeri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang
sebelumnya diatur melalui peraturan nomor 113 tahun 2014. Keuangan
desa menurut permendagri 113/2014 adalah semua hak dan kewajiban
desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
Sedangkan dalam peraturan terbaru nomor 20 tahun 2018 tentang
pengelolaan keuangan desa, definisi keuangan desa tidak berubah atau
masih didefinisikan sama seperti dalam permendagri 113/2014. Azas

pengelolaan keuangan desa (Permendagri 20/2018) adalah sebagai berikut:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa merupakan dasar
pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai

tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.
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Kekuasaan pengelolaan keuangan desa (Permendagri 20/2018) Bab II

Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1) Kepala desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

2) Kepala desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja (APB) Desa;

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa:;

d. Menetapkan PPKD.

e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. Menyetujui RAK Desa; dan

g. Menyetujui SPP.

3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menugaskan
sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. PPKD
yang di1 maksud dalam pasal initerdiri atas:

a. Sekretaris Desa
b. Kepala Seksi

c. Bendahara.
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4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan
dengan keputusan Kepala Desa.

Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan (Permendagri 18/2018) Bab

V Pasal 74, yaitu :

1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan
oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal
Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi;

2. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa,
bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota, dan
bantuan keuangan kepada desa.

3. Bupati/wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan

keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten/kota.

Adapun bentuk Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban
realisasi APB Desa berdasarkan (Permendagri 18/2018) bagian kelima
Pasal 70 disertai dengan:
1. Laporan keuangan, terdiri atas:
a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja APBDesa; dan
b. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
2. Laporan realisasi kegiatan; dan
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang

masuk ke desa.
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5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan
administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga
legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai
beberapa arti antaralain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan
konsep-kosnep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility),
kemampuan memberikan jawaban (answeraility), yang dapat
dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan
(liability) termasuk istilah lain yang mempunyai Keterkaitan dengan

harapan dapat menerangkannya.

Akuntabilitas merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good
governance dalam pengelolaan organisasi publik, jika siklus akuntansi
sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik, proses
inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik
dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas telah menjadi salah satu item
yang tercantum didalam dasar hukum atau aturan organisasi, karenanya,
organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas
organisasinya dengan kinerja yang di perolehnya. Kinerja organisasi dapat
diraih dengan mengefektifkan dan mengefensiensikan hasil dari proses
organisasi. Yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran,
pengendalian dan  jasa, pelaporan keuangan, audit, serta

pertanggungjawaban publik.
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Akuntanbilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah
(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,
dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang
memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban

tersebut (Mardiasmo, 2014:2).

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :

a. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)

Vertical Accountability adalah pertanggungjawaban atas
pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya
pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah,
kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan
selanjutnya pemerintah pusat kepada DPR.

b. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability)

Horizontal Accountability adalah pertanggungjawaban
pemerintah kepada masyarakat luas. Ciri — ciri pemerintahan yang
akuntabel yaitu:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan
secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.

2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi
masyarakat.

3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap

kebijakan publik secara proporsional.
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6. Transparansi

Transparansi keuangan diartikan sebagai penyampaian informasi
keuangan kepada masyarakat luas (warga), dalam rangka
pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap
ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektifitas
pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan (Salle,
2016:1). Medina and Rufin (2015:9) menjelakan bahwa “transparency
does have both a direct effect on trust and an indirect effect that is
mediated by satisfaction.” Pemerintah yang tertutup dengan informasi
keuangan dapat dinilai warga memiliki setumpuk rahasia penyelewengan
keuangan. Pemerintah menutup informasi keuangan dapat diduga kurang

berkompeten dalam mengelola dan melaporkan keuangan.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan
dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka
yang membutuhkan. Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan
tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat,

karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat

rakyat.

Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan terbuka
bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik
(Good Governance) dan untuk menciptakan timbal balik antara pemerintah

dengan rakyat. Penerapan trasparansi ditujukan untuk membangun
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kepercayaan dan keyakinan publik kepada pemerintah, khususnya satuan
kerja perangkat daerah yang bersih dalam arti tidak korupsi dan berwibawa

dalam arti professional dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi
keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah
berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara
terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang
dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan

bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran
menurut (Andranto, 2007), yaitu :
1. Mencegah korupsi;
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan;
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan
lebih mampu mengukur kinerja pemerintah; dan
5. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk

memutuskan kebijakan tertentu.
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7. Good Governance

Dalam kamus, istilah “govermment” dan “governance™ seringkali
dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam
suatuorganisasi, lembaga atau negara. Government (pemerintahan) juga
adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan

kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara.

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara
pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan

masalah masalah publik.

Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu actor
dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Secara ringkas good
governance pada umumnya diartikan sebagai tata kelola pemerintahan
yang bersih dan baik (good and clean governance), menjadi perhatian
karena peran pemerintah (institution) sangat mendominasi dalam berbagai
sektor pembangunan negara (Anwar, 2007). Good governance selalu
menarik dan menjadi perhatian oleh para pakar keilmuan, bukan hanya
pakar politik, melainkan juga para pakar hukum, ekonomi, manajemen
pemerintahan, tata negara, dan bahkan hukum Islam atau ushul figh

(Anwar, 2007).

Konsep governance (tata kelola pemerintahan) merupakan perluasan
dari konsep government (pemerintahan), karena di dalam governance
terkandung pengertian bahwa pemerintahan (goverment) tidak hanya

diselenggarakan oleh pemerintah sendiri, tetapi bersama-sama dengan
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aktor-aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat luas sebagai stakeholders.
Oleh sebab itu adanya anggapan bahwa pemerintah dirasakan tidak
memadai dalam menyelesaikan kompleksitas yang ada di masyarakat,
sehingga disini letak pentingnya peran good governance untuk membagi

otoritas pemerintahdengan masyarakat secara proporsional (Anwar, 2007).

Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung
jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,
penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik
secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta
penciptaan legal and political frame workbagi tumbuhnya aktifitas usaha.
Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam
kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam
menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri
dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan

transparan.

1. Ciri-cin1 Good Governance
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme
(UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:
a. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab,
efektif dan adil;

b. Menjamin adanya supremasi hukum;
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c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi
didasarkan pada konsesus masyarakat;

d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan
lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi
sumber daya pembangunan.

2. Prinsip — prinsip Good Governance
Terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi
gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik
yaitu sebagai berikut:
a. AKkuntanbilitas
Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku
penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan
kebijakan yang ditetapkannya.
b. Transparansi
Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap
rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
c. Keterbukaan
Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk
mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang

dinilainya tidak transparan.

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN... AVIF KUSTYARINI



SKRIPSI - PERPUSTAKAAN STIE CENDEKIA BOJONEGORO
21

d. Aturan Hukum

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan
kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap
kebijakan publik yang ditempuh.

3. Manfaat Good Governance

=]

. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan lebih dipercaya dan
ditrapkan karena tercapainya kesimbungan dalam pengelolaan dan
kebijakan yang dibuat Dberdasarkan prinsip transparansi,
independence, kesetaraan, akuntabilitas, dan konsep responsibilitas.

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengambil

kebijakan publik.

c. Meningkatnya moral dan rasa tanggung jawab sosial di antara

masyarakat yang kedepannya akan memberikan dampak yang baik.

d. Timbulnya rasa kepercayaan di antara pemerintah dengan warga

negara maupun masyarakat global. Hal ini tentu akan memberikan
pengaruh terhadap sistem investasi di dunia internasional yang lebih
sehat.

e. Terciptanya sistem pemerintahan yang lebih kondusif, karena tata

pelaksanaanya bersih, tranparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

f. Sistem keuangan yang lebih baik, kuat, dan transparan, termasuk

terkait audit internal dan eksternal.
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g. Kebijakan sosial, ekonomi, politik, dan kebijakan lain sebagainya

dapat dijalankan lebih maksimal karena berorientasi dengan prinsip-

prinsip yang ada.

h. Administrasi yang lebih kompeten.

1. Terhapusnya atau hilangnya peraturan dan tindakan yang sekiranya

bersifat diskriminatif terhadap seseorang warga negara, golongan

masyarakat, dan kelompok tertentu.

J- Kebijakan hukum yang lebih terjamin konsistensi dan kepastiannya

baik pada tingkat daerah maupun pusat.

6. KAJIAN EMPIRIS

Tabel 2 1 Kajian Empiris

Perbandingan Antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

juga mengalami keterlambatan

Nama / Judul
No Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
Tahun Penelitian
1 Monica | ANALISIS Hasil penelitian, secara garis | Pada persamaan | Pada penelitian
z FENGERLLY Al b Meemapion. GEeR enelitian ini sama- | terdapat perbedaan
Putri KEUANGAN pengelolaan keuangan desa P P OB
: DESA sudah sesuai dengan Peraturan | sama mempunyai | waktu dan tempat.
Maria [ BERDASARKAN | Menteri Dalam Negeri Nomor i gt
Roma. | PERMENDAGRI | 20 Tahun 2018. Namun masih | ") y
NOMOR 20 ada beberapa ketentuan yang | analisis
2020. TAHUN 2018 belum sesuai. Pertama pada fpea | in
PADA DESA tahap perencanaan terjadi
TEBUK keterlambatan dalam | akuntabilitas dana
KECAMATAN netapan APBDesa ang
NITA g?sebagkan oleh kuran,t:}iny; g beitiasacdos
KABUPATEN kemampuan aparat desa. | Permendagri No 20
SIKKA Selanjutnya _ pada lahap Tahun 2018.
pelaksanaan juga mengalami
keterlambatan dalam
penyampaian laporan akhir
realisasi kegiatan yang
disebabkan oleh kendala
dalam pelaksanaan
pembangunan. Selain itu, pada
tahap pertanggungjawaban
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penyampaian laporan
pertanggungjawaban. Hal ini
disebabkan karena
keterlambatan pencairan dana
yang berakibat pada
terlambatnya  penyelesaiaan
pekerjaan.
3 Hillalli | ANALISIS Hasil penelitian ini | Pada penelitian | Perbedaan  dengan
atun TRANSPARANS . | meounjukkan transparansi dan yang telah dibahas | penelitian sekarang
I DAN akuntabilitas pengelolaan
ity | ARGITABICED keuangan desa di Desa persamaan dengan | adalah pada
) AS Mamben Daya terbilang sudah | penelitian sekarang | penelitian terdahulu
. PENGELOLAAN bagus, sesuai dengan prinsip | adalah sama-sama | ini lebih
2016. good governance. Siddiq K -
KEUANGAN dalam dimensi akuntabilitas A -
DESA PADA kejujuran yaitu kejujuran dan | Prinsip partisipasi | prinsip-prinsip good
PRINSIP kebijaksanaan yang menjadi [ dan  transparansi | governanae.
HABLUMINALLA | kunci dalam memimpin. Nilai
3 ; 3 dana desa. Serta
H. budaya integritas keislaman _
HABLUMINANN | dapat meningkatkan | Y208 paling
AS DAN transparansi dan akuntabilitas | menonjol dari
HABLUMMINA | pengelolaan keuangan karena penelitian ini
L’ALAM sebagaimana akuntabilitas
DALAM berkaitan dengan kejujuran Sdalah ;seans.saTn
PENCAPAIAN dan tanggungjawab, nilai | menggunakan
GOOD budaya yang memiliki siddiq penelitian
(kejujuran) dan tabligh —
GOVERNANCE (menyampaikan  kebenaran) “apmmn
(STUDIKASUS | 4a1am
DI DESA mempertanggungjawabkan
MAMBEN suatu perbuatan.
DAYA
KECAMATAN
WANASABA
KABUPATEN
LOMBOK
TIMUR)

Sumber : Data Diolah, 2023
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian dan Alasan Penggunaannya
1. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif
kualitatif. Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya
atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu
peristiwa. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk
menelii pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan
mstrumen kunci (Sugiyono, 2010:8).
2. Alasan Penggunaan
Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif tidak hanya untuk
memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan,
tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam.
Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk

mendapatkan informasi dan fakta yang sesuai dengan judul penelitian.

B. Tempat Penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Desa Kalicilik
Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Durasi waktu penelitian untuk
memperoleh data tersebut maka peneliti merencanakan melakukan penelitian
kurang lebih selama 2 (dua) bulan, dimulai dari bulan maret sampai dengan

bulan aprl 2023.
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C. Instrumen Penelitian
Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan
fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas
data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas
temuannya. Berdasarkan orang yang paling tahu tentang Akuntabilitas dan
Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalicilik Kec. Sukosewu

sebagai informan dalam penelitian ini yaitu adalah sebagai berikut :

=]

. Kepala Desa Kalicilik Kec. Sukosewu (sebagai Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa).
b. Sekretaris Desa Kalicilik Kec. Sukosewu (sebagai Koordinator Pelaksana
Pengelolaan Keuangan Desa).
c. Kasi Kesejahteraan Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu (sebagai
Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pembangunan Desa).
d. Ketua BPD Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu

e. Wakil dari salah satu Masyarakat Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu.

D. Situasi Sosial dan Sampel Sumber Data
1. Situasi Sosial
Situasi sosial merupakan tempat sumber data yang dimana
informasinya mengenai kondisi dari tempat lingkungannya lalu terjadi

peristiwa interaksi sosial dilakukan.
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2. Sampel sumber Data
Sampel dalam penelitian ini akan dilibatkan beberapa perangkat desa
yang melakukan pengelolaan langsung dana Desa Kalicilik Kecamatan

Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

E. Teknik Pengumpulan Sumber
1. Data Primer
Data primer adalah informasi yang dikumpulkan peneliti langsung
dar1 sumbernya atau dari objek penelitian. Data primer digunakan dalam
penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara oleh responden.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung,

maupun berupa literature yang ada hubungannya dengan penelitian

sehingga mendukung tujuan penelitian yang ingin dicapai.

F. Teknik Analisis Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada periode bulan
maret 2023. Penelittan in1 dilakukan secara bertahap dari observasi,
pengumpulan data, serta dokumentasi dan wawancara dengan beberapa
informan yang telah dipilih oleh peneliti sebagai narasumber atapun

informan-informan dalam penelitian yang sesuai dengan penelitian ini.

1. Observasi
Teknik ini dimaksud untuk mengetahui atau mendeteksi prinsip

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang saat ini telah
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berjalan di Desa Kalicilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
Sehingga dari pengamatan tersebut akan diperoleh data—data yang
berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana
desa.
2. Dokumentasi
Dokumentasi data yang sudah didapatkan peneliti melalui proses
observasi, wawancara dan survey hal ini bertujuan untuk melengkapi data
penelitian yang sedang peneliti lakukan, data yang diperoleh peneliti
melalui dokumentasi ini berupa foto,video dan rekaman wawancara
dengan informan peneliti, file yang berkaitan dengan adanya informasi
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalicilik
Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
3. Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti terhadap narasumber atau informan yang
sebelumnya sudah peneliti tetapkan, informan-informan yang nantinya di
wawancara adalah informan yang memiliki informasi mengenai
akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti Perangkat Desa yang
berhubungan langsung dalam pengelolaan Dana Desa Kalicilik Kecamatan
Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Hasil wawancara yang di dapatkan oleh
peneliti dari narasumber ataupun informan yang berbeda-beda di analisis
dan di pahami kembali secara mendalam, setelah itu di kelompokan
berdasarkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini yang

di dukung dengan hasil survey yang ditemukan saat di lapangan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 WAWANCARA KEPALA DESA
Informan : Kepala Desa

A. Perencanaan

No. Pertanyaan Jawaban
Perencanaan pengelolaan
Apa saja yang termasuk dalam keuangan desa berisi anggaran
1 | perencanaan pengelolaan keuangan pendapatan dan belanja desa untuk
dosi 9 jangka waktu 1 tahun.
Pemerintah Desa akan melakukan
musyawarah dengan masyarakat
untuk menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) untuk jangka waktu enam
Bagaimana proses perencanaan tahun selama periqde masa jabatan
2 Anggaran Pendapatan dan Belanja kepala desa, selz.mjumya THERyasn
(APB) Desa di desa Kalicilik? i e
(RKP) untuk jangka waktu satu
tahun, yang terakhir menyusun
Anggaran Pendapatan dan Belanja
(APB) disusun berdasarkan RKP
desa Kalicilik.
Apakah sekretaris desa menyusun Ya. Sekretaris bertugas untuk
3 rancangan APBDesa berdasarkan menyusun RAPBDesa.
RKPDesa?
Apakah sekretaris menyampaikan
4 | rancangan APBDesa kepa‘da kepala Iya
desa dan BPD, untuk di bahas
bersama?
Berapa lama waktu yang .
dibutuhkan untuk mencapai Biasanya 1 bulan sebelum bulan
’ kesepakatan RAPBD yang telah oktober.
diajukan ?
Apakah ada pedoman penyusunan
APB desa yang diatur dengan
6 peraturan bupati ? Apakah Iya
sekretaris desa menyusun
RAPBDesa sesuai pedoman
tersebut?
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Apa yang akan dilakukan jika BPD

musyawarah lagi untuk capai
kesepakatan, tapi selama ini BPD

7 tidak menyepakati rancangan selalu sepakat dengan hasil
Apakah setelah memperoleh Setelah sepakat saya akan siapkan
3 kese:pakatan Kepala Desa lalu perkades lalu diserahkan ke
menyiapkan rancangan peraturan sekretaris desa untuk disusun
kepala desa ?
. Kapan Kepala Desa menyampaikan Biasanya_disampailfan ke Bupati 3
peraturan desa kepada Bupati ? hari setelah ditetapkan
Setelah disepakati, apakah B o
rancangan APB disampaikan oleh Di verifikasi dulu oleh DPMD lalu
10 Kepala Desa kepada Bupati? di sampaikan ke bu[_)ati biasanya 3-
Bagaimana prosesnya dan berapa 4 hari
lama waktu yang dibutuhkan?
Bupati mengundang kepala desa
Berapa lama Bupati menetapkan atau perangkat lain L_lntuk ikut
11 hasil evaluasi dan bagaimana dalam proses ev‘aluan, lal.u‘ akan
prosesnya? menetapkan hasil evaluasi itu 20
hari setelah rancangan diterima
Perubahan jika ada pengurangan
Apakah perubahan APB Desa atau penambahan anggaran, jika
dapat dilakukan? Dalam keadaan terjadi peristiwa khusus seperti
12 seperti apa dan bagaimana bencana, krisis ekonomi, dan
prosesnya? perubahan mendesak atas
kebijakan pemerintah
Apakah dalam proses perencanaan
13 _ Kepala_ Desa men'yampaikan Iya
informasi mengenai APB kepada
masyarakat ?
Apakah perubahan APB Desa Iya jika terjadi peristiwa khusus
14 dapat dilakukan? Dalam keadaan seperti bencana, krisis ekonomi,

seperti apa dan bagimana
prosesnya?

dan perubahan mendesak atas
kebijakan pemerintah
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B. Pelaksanaan
No. Pertanyaan Jawaban
Apa saja yang termasuk dalam tahap Kegiatan penerimaan dan
1 pelaksanaan pengeolaan keuangan pengeluaran dana desa.
di desa Kalicilik?
Apakah kaur dan kasi pelaksana
anggaran menyusun Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) ) o
2 | setelah peraturan desa tentang APB Biasanya 3 hari kerja.
Desa dan peraturan kepala desa
tentang penjabaran APB Desa
ditetapkan? Berapa lama prosesnya?
Rencana kegiatan dan anggaran
3 Apa saja isi DPA yang disusun? desa, rencana kerja,‘ dan rencana
anggaran biaya.
Setelah DPA disetujui oleh Kepala
4 Desa, apakah kaur keuangan Iya
kemudian menyusun Rencana
Anggaran Kas (RAK)?
Iya, yang diatur dalam RAK itu
Apa saja yang diatur dalam RAK tentang kas masuk dan kas keluar
Desa yang telah disusun? Apakah dari rekening kas desa. Kas masuk
termasuk kas masuk dan kas keluar berisi pendapatan desa, kas keluar
5 dari_rekening kas Desa? apa sajaisi | berisi pengeluaran desa. Pihak yang
dari kas masuk dan kas keluar dan | bertanggungjawab untuk bukti itu
prosesnya? Siapa pihak yang ada saya sebagai kades dan
bertanggungjawab dan menyetujui pelaksana kegiatan
bukti dar1 kas masuk dan kas keluar
Pengajuan DPAL itu kalau ada
kegiatan yang belum selesai, DPAL
6 ) ] jadi dasar untuk selesaikan kegiatan
Kapan pengajuan DPA menjadi yang belum selesai tadi di tahun
DPAL dilakukan ? anggaran berikutnya.
Kapan waktu untuk kaur dan kasi .
7 pelaksanan kegiatan anggaran Kurang lebih satu bulan
menyampaikan laporan akhir
realisasi pelaksanaan pekerjaan?
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Apa yang harus dilakukan jika
terjadi perubahan peraturan desa Jika terjadi perubahan perdes, saya
tentang APB Desa yang akan menugaskan kembali kaur dan
menyebabkan adanya perubahan kasi untuk menyusun DPA.
anggaran? Bagaimana prosesnya
dan berapa lama?

C. Penatausahaan

No. Pertanyaan Jawaban
Siapa saja pihak-pihak yang
1 terlibat dalam penatausahaan APB Kaur Keuangan.
Desa ?
5 Kegiatan apa saja yang dilakukan Mencatat penerimaan dan
dalam penatausahaan keuangan ? pengeluaran desa.
Dokumen apa saja yang )
: digunakan kaur keuangan dalam Buku kas umll.:m ((iian buku rekening
melakukan penatausahaan el
keuangan ?
Apa saja bukti yang harus Kwitansi penerimaan dan
4 dilampirkan saat penggunaan pengeluaran
APB Desa?
5 Apakah pengeluaran APB Desa Iya
dilakukan berdasarkan RAK?
Kapan kaur keuangan melaporkan . .
6 buku kas umum kepada sekretaris Setiap akhir bulan
desa ?
Apa langkah selanjutnya yang . . .
akan dilakukan setelah buku kas | Iy@ sekretaris akan memverifikasi
{ . ielah Giakuka dan melaporkan kepada kepala desa
pembukuan?
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No. Pertanyaan Jawaban
Laporan disusun berdasarkan
_ pertanggungjawaban terhadap
1 Bagaimana proses penyusunan | penggunaan dana yang diterima dan
laporan pelaksanaan APB Desa ? | tahapan perkembangan pelaksanaan
kegiatan.
. Kepada siapa laporan pelaksanaan Disampaikan ke bupati melalui
APB Desa tersebut disampaikan ? Cangy
Apa saja laporan yang terdapat Laporan realisasi dan pelaksanaan
3 dalam laporan pelaksanaan APB APB Desa.
Desa tersebut ?
E. Pertanggungjawaban
No. Pertanyaan Jawaban
Apakah kepala desa telah
1 melaporkan pertanggungjawaban Iya
realisasi pelaksanaan APB Desa ?
Kapan pemerintah desa Dilaporkan 3 bulan setelah akhir
o) melgpor_kan pertanggungjawaban | (ahun anggaran kepada bupati dan
realisasi pelaksanaan APB Desa juga ke BPD dan ke masyarakat
dan kepada siapa?
Apakah pemerintah desa telah ‘
3 menyampaikan laporan realisasi Iyadan adgjuga rapat dengan
anggaran pelaksanaan APB Desa perwakilan masyrakat.
melalui media tertentu ?
Informasi apa sajakah yang
4 disampaikan kepada masyarakat | Realisasi dari anggaran APB Desa.
dalam pertanggungjawaban RAPB
Desa ?
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LAMPIRAN 2 WAWANCARA SEKRETARIS DESA

Informan : Sekretaris Desa

A. Perencanaan

No. Pertanyaan Jawaban

Kegiatan untuk memperkirakan
pendapatan dan belanja dalam 1
tahun.

Apa saja yang termasuk dalam
1 perencanaan pengelolaan
keuangan desa ?

Pemerintah Desa melakukan
musyawarah dengan masyarakat
untuk menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) untuk jangka waktu enam

Bagaimana proses perencanaan tahun selama periode masa jabatan

2 Anggaran Pendapatan dan Belanja kepala desa, .selanjun!ya menyusun
(APB) Desa di desa Kalicilik? Rencana Kerja Pemerintahan (RKP)

untuk jangka waktu satu tahun,
yang terakhir menyusun Anggaran

Pendapatan dan Belanja (APB)

disusun berdasarkan RKP desa

Kalicilik.
Apakah sekretaris desa menyusun Ya. Sekretaris bertugas untuk
3 rancangan APBDesa berdasarkan menyusun RAPB Desa.

RKPDesa?

Apakah sekretaris menyampaikan

rancangan APBDesa kepada Iya

kepala desa dan BPD, untuk di
bahas bersama?

Berapa lama waktu yang
dibutuhkan untuk mencapai
kesepakatan RAPBD yang telah oktober.
diajukan ?
Kapan Kepala Desa Biasanya disampaikan ke Bupati 3

6 menyampaikan peraturan desa hari setelah ditetapkan.
kepada Bupati ?

Biasanya 1 bulan sebelum bulan

Apakah setelah memperoleh

7 kesepakatan Kepala Desa lalu

menyiapkan rancangan peraturan
kepala desa ?

Iya. Saya yang akan menyusun
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Perubahan jika ada pengurangan
Apakah perubahan APB Desa atau penambahan anggaran, jika
dapat dilakukan? Dalam keadaan terjadi peristiwa khusus seperti
8 seperti apa dan bagaimana bencana, krisis ekonomi, dan
prosesnya? perubahan mendesak atas kebijakan
pemerintah.
Apakah dalam proses perencanaan
9 Kepala Desa menyampaikan Iya
informasi mengenai APB kepada
masyarakat ?
Apakah perubahan APB Desa . o )
dapat dilakukan? Dalam keadaan Iya jika terjadi kejadian luar biasa
10 seperti apa dan bagimana seperti bencana alam dan lainnya.
prosesnya?
E. Pelaksanaan
No. Pertanyaan Jawaban
Apa saja yang termasuk dalam Kegiatan penerimaan dan
1 tahap pelaksanaan pengeolaan pengeluaran dana desa.
keuangan di desa Kalicilik?
Berasal dari mana saja Penerimaan dari PAD, ADD, dana
2 penerimaan dan pengeluaran desa desa, dan bagi hasil pajak.
2 Pengeluaran untuk belanja desa.
Apakah kaur dan kasi pelaksana
anggaran menyusun Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)
3 setelah peraturan desa tentag APB Biasanya 3 hari kerja.
Desa dan peraturan kepala desa
tentang penjabaran APB Desa
ditetapkan? Berapa lama
prosesnya?
Rencana kegiatan dan anggaran
4 Apa saja isi DPA yang disusun? desa, rencana kerja, dan rencana
anggaran biaya.
Setelah DPA disetujui oleh
8 Kepala Desa, apakah kaur Iya
keuangan kemudian menyusun
Rencana Anggaran Kas (RAK)?
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Apa saja yang diatur dalam RAK
Desa yang telah disusun? Apakah
termasuk kas masuk dan kas
keluar dari rekening kas Desa?
apa saja isi dari kas masuk dan
kas keluar dan prosesnya? Siapa
pihak yang bertanggungjawab dan
menyetujui bukti dari kas masuk
dan kas keluar

Iya, yang diatur dalam RAK itu
tentang kas masuk dan kas keluar
dari rekening kas desa. Kas masuk
berisi pendapatan desa, kas keluar
berisi pengeluaran desa. Pihak yang
bertanggungjawab untuk bukti itu
ada saya sebagai kades dan
pelaksana kegiatan

Kapan pengajuan DPA menjadi
DPAL dilakukan ?

Pengajuan DPAL 1tu kalau ada
kegiatan yang belum selesai, DPAL
jadi dasar untuk selesaikan kegiatan

yang belum selesai tadi di tahun

anggaran berikutnya.

Kapan waktu untuk kaur dan kasi
pelaksanan kegiatan anggaran
menyampaikan laporan akhir

realisasi pelaksanaan pekerjaan?

Kurang lebih satu bulan

Apa yang harus dilakukan jika
terjadi perubahan peraturan desa
tentang APB Desa yang
menyebabkan adanya perubahan
anggaran? Bagaimana prosesnya
dan berapa lama?

Jika terjadi perubahan perdes, saya
akan menugaskan kembali kaur dan
kasi untuk menyusun DPA.

. Penatausahaan
No. Pertanyaan Jawaban
1 Siapa saja pihak-pihak yang terlibat Kaur Keuangan.
dalam penatausahaan APB Desa ?
5 Kegiatan apa saja yang dilakukan Mencatat penerimaan dan
dalam penatausahaan keuangan ? pengeluaran desa.
Dokumen apa saja yang digunakan | Byku kas umum dan buku rekening
3 kaur keuangan dalam melakukan kas desa.
penatausahaan keuangan ?
Apa saja bukti yang harus Kwitansi penerimaan dan
4 dilampirkan saat penggunaan APB pengeluaran
Desa?
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5 Apakah pengeluaran APB Desa Iya
dilakukan berdasarkan RAK?
z Siapa yang menandatangani bukti Kades, bendahara, dan penerima
pengeluaran APBD ? dana.
Kapan kaur keuangan melaporkan ) .
7 buku kas umum kepada sekretaris Setiap akhir bulan
desa ?
APa langkah selanjutnya yang akan | [ya sekretaris akan memverifikasi
8 dilakukan setelah buku kas umum | dan melaporkan kepada kepala desa
telah dilakukan pembukuan?

G. Pelaporan

No. Pertanyaan Jawaban
Laporan disusun berdasarkan
) pertanggungjawaban terhadap
1 Bagaimana proses penyusunan | penggunaan dana yang diterima dan
laporan pelaksanaan APB Desa ? | tahapan perkembangan pelaksanaan
kegiatan.
) Kepada siapa laporan pelaksanaan Camat menyampaikan ke bupati
APB Desa tersebut disampaikan ?
Apa saja laporan yang terdapat Laporan realisasi dan pelaksanaan
3 dalam laporan pelaksanaan APB APB Desa.
Desa tersebut ?
H. Pertanggungjawaban
No. Pertanyaan Jawaban
Apakah kepala desa telah melaporkan
1 pertanggungjawaban realisasi Iya
pelaksanaan APBDesa ?
Kapan pemerintah desa melaporkan | Kepala desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pertanggungjawaban realisasi
2 " APBDesa kepada bupati melalui
pelaksanaan APBDesa dan kepada 5 p
siapa? camat setiap akhir tahun anggaran.
Kapan laporan realisasi dan . "
3 pertanggungjawaban disampaikan Tiga bulan setelah akhir tahun
kepada masyarakat ?
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LAMPIRAN 3 WAWANCARA KASI KESEJAHTERAAN

A. Perencanaan

No. Pertanyaan Jawaban
Apa saja yang termasuk dalam Anggaran pfzndapatan dan belanja
1 perencanaan pengelolaan desa untuk jangka waktu 1 tahun.
keuangan desa ?
Bagaimana proses perencanaan APBDes disusun berdasarkan
2 Anggaran Pendapatan dan Belanja RKPDesa.
(APB) Desa di desa Kalicilik?
Apakah sekretaris desa menyusun
3 rancangan APBDesa berdasarkan Iya
RKPDesa?
Apakah sekretaris menyampaikan
4 rancangan APBDesa kepada ' Iya
kepala desa dan BPD, untuk di
bahas bersama?
Apakah ada pedoman penyusunan
5 APB desa yang diatur dengan Ada
peraturan bupati ?
Berapa lama waktu yang .
dibutuhkan untuk mencapai Biasanya 1 bulan sebelum bulan
6 kesepakatan RAPBD yang telah oktober.
diajukan ?
Kapan Kepala Desa Biasanya disampaikan ke Bupati 3
7 menyampaikan peraturan desa hari setelah ditetapkan.
kepada Bupati ?
Perubahan jika ada pengurangan
Apakah perubahan APB Desa | ~atau penambahan anggaran, jika
dapat dilakukan? Dalam keadaan terjads penst?vf*a khusus sepern
8 seperti apa dan bagaimana bencana, krisis ekonomi, d_a‘m
prosesnya? perubahan mendesak atas kebijakan
pemerintah.
Apakah dalam proses perencanaan
9 . Kepa]a. Desa mer%yampaikan Iya
informasi mengenai APB kepada
masyarakat ?
Apakah perubahan APB Desa Ya jika terjadi peristiwa khusus
dapat dilakukan? Dalam keadaan seperti bencana, krisis ekonomi, dan
10 seperti apa dan bagimana perubahan mendesak atas kebijakan
prosesnya? pemerintah.

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN...

AVIF KUSTYARINI



SKRIPSI - PERPUSTAKAAN STIE CENDEKIA BOJONEGORO

B. Pelaksanaan

No. Pertanyaan Jawaban
Apa saja yang termasuk dalam Pengeluaran dan penerimaan desa
1 tahap pelaksanaan pengeolaan melalui rekening kas desa.
keuangan di desa Kalicilik?
Apakah kaur dan kasi pelaksana
anggaran menyusun Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2 setelah peraturan desa tentang Iya
APB Desa dan peraturan kepala
desa tentang penjabaran APB
Desa ditetapkan?
Rencana kegiatan, anggaran desa,
3 Apa saja 1si DPA yang disusun? dan rencana anggaran biaya.
Bagaimana proses persetujuan Sekretaris desa akan melakukan
rancangan DPA yang dibuat oleh | verifikasi racangan DPA sebelum
4 kaur dan kasi pelaksana disampaikan kepada kepala desa
anggaran? Berapa lama waktu untuk disetujui.
yang dibutuhkan?
Sekretaris desa akan menyusun
Setelah DPA disetujui oleh RAK dan disampaikan ke kepala
5 Kepala Desa, apakah kaur desa yang melakukan verifikasi

keuangan kemudian menyusun
Rancangan RAK?

dan nanti kepala desa menyetujui
hasil verifikasi tersebut

C. Penatausahaan

No. Pertanyaan Jawaban
Siapa saja pihak-pihak yang
1 terlibat dalam penatausahaan Kaur keuangan
APBDesa ?
Mencatat setiap penerimaan dan
, | Kegiatan apa saja yang dilakukan pengeluaran dalam buku kas
dalam penatausahaan keuangan ? | UMum yang ditutup pada setiap
akhir bulan.
Apakah pengeluaran APBD Iya semua pengeluaran
3 " berdasarkan RAK
dilakukan berdasarkan RAK? erdasarkan :
4 Siapa yang menandatangani Bendahara dan penerima dana

bukti pengeluaran APBD ?
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Kapan kaur keuangan

Setiap akhir bulan, sebelum

5 melaporkan buku kas umum tangeal 10.
kepada sekretaris desa ?
D. Pelaporan
No. Pertanyaan Jawaban
_ Laporan realisasi pelaksanaan
1 Bagaimana proses penyusunan kegiatan dari kaur dan kasi yang
9 p . .
laporan pelaksanaan APBDesa ? disampaikan pada bulan juli.
Kepada siapa laporan .
2 pelaksanaan APBDesa tersebut Bupati
disampaikan ?
3 Kapan laporan-laporan tersebut Bulan juli
disampaikan kepada bupati ?
E. Pertanggungjawaban
No. Pertanyaan Jawaban
Apakah kepala desa telah
1 melaporkan pertanggungjawaban Iya
realisasi pelaksanaan APBDesa ?
Kapan pemerintah desa 3 bulan setelah akhir tahun
melaporkan pertanggungjawaban anooaran kepada masvarakat
2 S gg P Y
realisasi pelaksanaan APBDesa melalui BPD.
dan kepada siapa?
o Anggaran dan kegiatan yang
Apasaja isi laporan dilakukan desa
3 pertanggungjawaban realisasi dipertanggungjawabkan dalam
APBDesa tersebut ? ]aporan tersebut.
Kapan laporan realisasi dan " :
i pertanggungjawaban Tiga bulan setelah akhir tahun
disampaikan kepada masyarakat KN,
()
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LAMPIRAN 5§ WAWANCARA KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

Informan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

A. Perencanaan

81

No. Pertanyaan Jawaban
Apa saja yang termasuk di dalam | Anggaran pendapatan dan belanja
1 perencanaan pengelolaan desa.
keuangan desa ?
Perencanaan dibuat melalui rapat
5 Bagaimana proses perencanaan bersama yang membahas
APBDes di desa Kalicilik? APBDesa.
3 Siapa saja yang terlibat dalam BPD dan anggota, kepala desa,
perencanaan APBDesa? perangkat desa, dan masyarakat
Apakah sekretaris desa
4 menyusun rancangan APBDesa Ya
berdasarkan RKPDesa tahun
berkenaan ?
Apakah ada pedoman
penyusunan APB desa yang
5 diatur dengan peraturan bupati ? Ya
Apakah sekretaris desa
menyusun RAPBDesa sesuai
pedoman tersebut?
Apakah sekretaris
menyampaikan rancangan Iya, l_(epala desa sudah
6 APBDesa kepada kepala desa menyampaikan RAPBDesa kepada
dan BPD, untuk di bahas SEE
bersama?
Biasanya 1 bulan sebelum bulan
Berapa lama waktu yang oktober, nanti setelah sekretaris
7 dibutuhkan untuk mencapai desa menyusun lalu kepala desa
kesepakatan RAPBD yang mengundang BPD untuk bahas
diajukan ? bersama.
Selama ini selalu setuju dengan
Apa yang akan dilakukan jika rancangan APBDnya, kalaupun
8 BPD tidak menyepakati ada yang perlu dikoreksi pasti

rancangan APBD ?

langsung dikoreksi.
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B. Pelaksanaan

82

No. Pertanyaan Jawaban
Melalui tahap perencanaan,
Bagaimana proses tahap pelaksanaan, penatausahaan,
1 pelaksanaan pengeolaan pelaporan, dan
keuangan di desa Kalicilik ? penanggungjwaban_
Bagaimana proses pembuatan | Proses dibuat oleh pemerintah desa
rekening kas desa ? Apakah yang ditandatangani oleh kepala
2 semua penerimaan dan desa dan bendahara yang dibuka di
pengeluaran desa dilakukan Bank terdekat.
melalui rekening kas desa?
Apakah ada ketentuan tentang
3 Jjumlah uvang tunai yang dapat Tya ada
disimpan oleh Desa? Apakah ada
ketentuan tersendiri?
Apakah kaur dan kasi pelaksana
anggaran meyusun Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)
4 setelah peraturan desa tentag Iya
APB Desa dan peraturan kepala
desa tentang penjabaran APB
Desa ditetapkan?
Siapa yang bertanggung jawab Kepala desa dan kaur kasi
5 dalam pengeluaran belanja pada pelaksana anggaran.
APB Desa?
Apakah kegiatan yang
dilaksanakan berdasarkan DPA
yang telah disetujui termasuk
6 pengadaan melalui swakelola dan Iya
penyediaan barang/jasa? Apa
saja kegiatannya dan bagaimana
prosesnya?
C. Penatausahaan
No. Pertanyaan Jawaban
1 Siapa saja pithak-pihak yang terlibat Kaur keuangan
dalam penatausahaan APBDesa ?
Pencatatan penerimaan dan
b Kegiatan apa saja yang dilakukan pengeluaran serta melakukan
dalam penatausahaan keuangan ? penutupan buku.
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Dokumen apa saja yang digunakan Buku kas umum, buku kas
3 kaur keuangan dalam melakukan pembantu, buku bank
penatausahaan keuangan ?
4 Apakah pengeluaran APBD Ya
dilakukan berdasarkan RAK?
Kapan kaur keuangan melaporkan . .
5 | buku kas umum kepada sekretaris Setiap akhir bulan
desa ?
D. Pelaporan
No. Pertanyaan Jawaban
_ Penyusunan berdasarkan laporan
1 Bagaimana proses penyusunan | realisasi pelaksanaan kegiatan dari

laporan pelaksanaan APBDesa? | kaur dan kasi pelaksana kegiatan.

Kepada siapa laporan

2 pelaksanaan APBDesa tersebut
disampaikan ?

5 Kapan laporan-laporan tersebut | Akhir juli tahun berjalan dan akhir
disampaikan kepada bupati ? januari tahun berikutnya.

Camat akan menyampaikannya
kepada bupati

Apa saja laporan yang terdapat
B dalam laporan pelaksanaan
APBDesa tersebut ?

Laporan pertanggungjawaban
kegiatan yang dilaksanakan.

E. Pertanggungjawaban

No. Pertanyaan Jawaban

Laporan semester pertama akhir
juli tahun berjalan, laporan
semester akhir tahun pada januari
tahun berikutnya kepada bupati
melalui camat dan BPD

Kapan pemerintah desa

1 melaporkan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDesa
dan kepada siapa?

Terdiri dari apa saja isi laporan Laporan realisasi pelaksanaan
b pertanggungjawaban realisasi APBDesa mengenai real.lsam
APRDess thisibiut pendapatan dan belanja.
Apakah pemerintah desa telah
3 menyampaikan laporan realisasi Iya

anggaran pelaksanaan APBDesa
melalui media tertentu ?
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Kapan laporan realisasi dan
pertanggungjawaban

disampaikan kepada masyarakat
l’)

Paling lambat 3 bulan setelah akhir
ahun anggaran.

Informasi apa sajakah yang
disampaikan kepada masyarakat
dalam pertanggungjawaban
RAPBDesa ?

Pendapatan dan realisasi belanja
desa dalam 1 tahun anggaran

LAMPIRAN 6 WAWANCARA PERWAKILAN TOKOH
MASYARAKAT
Informan : Perwakilan Tokoh Masyarakat

A. Perencanaan

No. Pertanyaan Jawaban
Apa saja yang termasuk di dalam
1 | perencanaan pengelolaan keuangan RKPDesa dan RAPBDesa.
desa ?
Sekretaris desa yang menyusun
RAPBDesa lalu menyampaikan ke
5 Bagaimana proses perencanaan kepala desa lalu ke BPD
APBDes di desa Kalicilik? membighs. latumenyepakal:
RAPBDes dan disampaikan
kepada bupati melalui camat.
Siapa saja yang terlibat dalam Kepala desa, perangkat desa, BPD,
3 dan ada perwakilan masyarakat.
perencanaan APBDesa? P y
Apakah sekretaris desa menyusun .
P rancangan APBDesa berdasarkan Iya setelah diterapkan perarturan
RKPDesa tahun berkenaan ? kapan desa tentang RKPDesa.
dilakukan?
Apakah ada pedoman penyusunan
APB desa yang diatur dengan
5 peraturan bupati ? Apakah Iya ada dan sesuai
sekretaris desa menyusun
RAPBDesa sesuai pedoman
tersebut?
Apakah sekretaris menyampaikan
¢ |rancangan APBDesa kepada kepala Iya
desa dan BPD, untuk di bahas
bersama?
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Berapa lama waktu yang
7 dibutuhkan untuk mencapai Relatif, lebih dari 1 minggu
kesepakatan RAPBD yang
diajukan ?
Apakah setelah memperoleh
3 kesepakatan Kepala Desa lalu Iya
menyiapkan rancangan peraturan
kepala desa ?
Setelah disepakati, apakah Iya kepala desa menyampaikan
rancangan APB disampaikan pleh rancangan APBDes ke bupati
9 Kepala Desa kepada Bupati? melalui camat paling lama 3 hari
Bagaimana prosesnya dan berapa setelah disepakati bersama BPD
lama waktu yang dibutuhkan?
Berapa lama Bupati menetapkan I_(urang lebih 25 hari setelah .
10 hasil evaluasi dan bagaimna terima rancangan APBDesa dari
prosesnya? kepala desa.
Jika bupati tidak memberikan hasil | Rancangan APBDes tetap berlaku
evaluasi dalam batas waktu, apakah dengan sendirinya dan selanjutnya
11 rancangan perdes akan berlaku ditetapkan menjadi perdes
dengan sendirinya ? APBDes.
o _ , Bupati akan membatalkan
Apa yang terjadi jika hasil evaluasi | peraturan desa APBDesa tersebut
12 tidak ditindaklanjuti oleh kepala dan memberlakukan pagu tahun
desa? sebelumnya.
B. Pelaksanaan
No. Pertanyaan Jawaban
) Melalui tahap perencanaan,
Bagaimana proses tahap pelaksanaan, penatausahaan,
1 pelaksanaan pengeolaan pelaporan, dan
keuangan di desa Kalicilik? pertanggungjwaban.
Bagaimana proses pembuatan Re_kening kas desa dibuka
rekening kas desa ? Apakah pemerintah desa atas nama kepala
2 semua penerimaan dan desa dan bendahara. Penerimaan
pengeluaran desa dilakukan dan pengeluan_‘an di proses melalui
melalui rekening kas desa? rekening kas desa.
Apakah ada ketentuan tentang .
; jumlah uang tunai yang dapat Iya ada diatur dalm peraturan
disimpan oleh Desa? Apakah ada bupati.
ketentuan tersendiri?
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Apakah kaur dan kasi pelaksana
anggaran meyusun Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)
setelah peraturan desa tentag

APB Desa dan peraturan kepala
desa tentang penjabaran APB

Desa ditetapkan?

Ya

Apa saja 1s1 DPA yang disusun?

Kegiatan beserta anggarannya

Apa yang harus dilakukan jika
terjadi perubahan peraturan desa
tentang APB Desa yang
menyebabkan adanya perubahan
anggaran? Bagaimana prosesnya
dan berapa lama?

Tata cara perubahan APBDesa
sama prosesnya seperti cara
penetapan APBDesa

Setelah DPA disetujui oleh
Kepala Desa, apakah kaur

keuangan kemudian menyusun
Rancangan RAK?

Iya

Siapa yang bertanggung jawab
dalam pengeluaran belanja pada
APB Desa?

Kepala desa

Bagaimana penggunaan
anggaran yang diterima dari
pengajuan SPP apakah memilki
batas waktu ? Jika iya, apa yang
akan dilakukan jika dalam hal
pembayaran belum dilakukan
dalam batas waktu yang telah
ditentukan ?

Kalau itu saya kurang tahu

10

Kendala apa saja yang ditemui
dalam pelaksanaan kegiatan yang
berhubungan dengan APBDesa?

Dana yang tersedia kurang
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C. Penatausahaan

No. Pertanyaan Jawaban
Siapa saja pihak-pihak yang Sekretaris, bendahara, dan kepala
1 terlibat dalam penatausahaan desa.
APBDesa ?
, | Kegiatan apa saja yang dilakukan Transaksi penerimaan dan
dalam penatausahaan keuangan ? pengeluaran.
3 Apakah pengeluaran APBD Ya
dilakukan berdasarkan RAK?
D. Pelaporan
No. Pertanyaan Jawaban

_ Laporan realisasi pelaksanaan

1 Bagaimana proses penyusunan kegiatan dari kaur dan kasi
laporan pelaksanaan APBDesa ? pelaksana kegiatan.

Kepada siapa laporan Camat akan menyampaikannya

2 pelaksanaan APBDesa tersebut kepada bupati
disampaikan ?
. Kapan laporan-laporan tersebut Akhn‘ juli t_ahun ber; a!an dan akhir
disampaikan kepada bupati ? Januari tahun berikutnya.
Apa saja laporan yang terdapat Laporan pertanggungjawaban

4 dalam laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

APBDesa tersebut ?

E. Pertanggungjawaban

No. Pertanyaan Jawaban
Apakah kepala desa telah
1 melaporkan pertanggungjawaban Iya
realisasi pelaksanaan APBDesa ?
Setiap akhir tahun anggaran
Kapan pemerintah desa kepada h_upa{i. Lap_oran
2 melaporkan pertanggungjawaban pertanggungjawaban ditetapkan
realisasi pelaksanaan APBDesa dengan peraturan desa yang
dan kepada siapa? memuat realisai pelaksana_an
APBDesa kepada bupati
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laporan pertanggungjawaban

realisasi APBDesa berisi apa saja
()

Penerimaan, belanja dan biaya,
dan dokumen fisik.

Apakah pemerintah desa telah
menyampaikan laporan realisasi Iya
anggaran pelaksanaan APBDesa
melalui media tertentu ?
Informasi apa sajakah yang Sementara ini yang saya ketahui

disampaikan kepada masyarakat
dalam pertanggungjawaban
RAPBDesa ?

lembaran laporan realisasi
anggaran
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LAMPIRAN 7 LAPORAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN REALISAS! APB DESA
PEMERINTAH DESA KALICILIK
KECAMATAN SUKOSEWU
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2022
URAIAN Ref, ANGGARAN REALAS LEBRDNIRANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
PENDAPATAN
Pendapatan Aski Desa 10373300000  103.733.000.00 0.00
Pendapatan Transler 271530140300  2.712.805.883,00 2.485.520,00
Dana Desa 1.077.528.000,00 1.077.528.000,00 900
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 52 371.400,00 52.371.400,00 0,00
Alokasi Dana Desa 1.031.318.400,00  1.028.822.850,00 2.495.520,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 554.083.603,00  554.083.603,00 0,00
Pendapatan Lainain 0,00 1.590.540,54 1.580.540,54
JUMLAH PENDAPATAN ZB19.034.403,00  ZE1B129.423,54 904.979,46
BELANJA
. BIDANG PENYEL 1.201.457.562,19  1.195.416.187,31 5.041.374,88
BIDANG PEL 1.021.139.603,00  1.021.139,603,00 0,00
129.379.000,00  129.379.000,00 0,00
BIDANG T5.740.000,00 T75.740.000,00 0,00
m%w BENCANA, DARURAT DAN 432 000.000,00 432.000.000,00 0.00
JUMLAH BELANJA 2.859.716.165,19  ZB51674.790,31 6.041,374,88
SURPLUS / (DEFISIT) __(0681.762.19)  (3SS45.366.77) _ (5.136.39542)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 40.681.762,19 40.681.762,19 0,00
PEMBIAYAAN NETTC 40.681.762,13 40.681.762,19 0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAM 0,00 513639542 _ (5.136.39542)

BEEETEREI v s
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LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALICILIK
TAHUN ANGGARAN 2022
Realisasi s.d 311272022
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/{KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN
44, Pendapatan Asli Desa 103.733.000,00 103.733.000,00 0,00
412 Hasil Aset Desa 103.733.000,00 103.733.000,00 0,00
42, Pendapatan Transfer 2.715.301.403,00 2.712.805.883,00 2.495.520,00
4.21. Dana Desa 1.077.528.000,00 1.077.528.000,00 0.00
422 Bagi Hasil Pajak dan Retrbusi 52.371.400,00 52.371.400,00 0.00
423 Alokasi Dana Desa 1.031.318.400,00 1.028.822.880,00 2.495.520,00
425, B Keuangas " 554.083.603,00 554,083.603,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-ain 0,00 1.590.540,54 (1.590.540,54)
4.36. Bunga Bank 0,00 1.590.540,54 (1.590.540,54)
JUMLAH PENDAPATAM 2.819.034.403,00 2.818.129.423,54 904.878,46

. 5. BELANJA

5.1, Belanja Pegawai 569.083.800,00 566.588.280,00 2.495.520,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 422.190.000,00 422.190.000,00 0,00
5.1.3, Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 28.108.800,00 25,613.280,00 2.485.520,00
5.1.4, Tunjangan BPD 43.785.000,00 43.785.000,00 0,00
5.2 Belanja Barang dan Jasa 763.446.002,19 759.900.147,31 3.545.854,88
521, Belanja Barang Perlengkapan 297 514.382,19 293 508 620,00 3.915.762,19
522 Belanja Jasa Honorarium I 373.029.120,00 373.029.120,00 0,00
5.23. Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.500,000,00 0,00
5.24. Belanja Jasa Sewa 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 15.652.500,00 16.022.407,31 (369.907,31)
5.26. Belanja Pemeliharaan 40.150.000,00 40.150.000,00 0,00
53 Belanja Modal 1.092.186.363,00 1.092.186.363,00 0,00
‘ 533, Belanja Modal Kendaraan 250.000.000,00 250,000.000,00 0,00
534, Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 42.899.000,00 42 899.000,00 0,00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 619.575.863,00 619,575,863,00 0,00
537, Belanja Modal IngasVEmbung/Drainase/Air Limbahy 169.711.500,00 169,711,500,00 0,00
538, Belanja Modal Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 435.000.000,00 435.000.000,00 0,00
5.4.1, Belanja Tidak Terduga 435,000.000,00 435.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.859.716.165,19 2.853.674.790,31 6.041.374,88
SURPLUS / (DEFISIT) (40.681.762,19) (35.545.366,77) (5.136.395,42)

6. PEMBIAYAAN
6.1, Penerimaan Pembiayaan 40.681.762.19 40.681.762,19 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 40.681,762,19 40.681.762,19 0,00
[ Printed by 5 skeudes [RUREE RIS Halaman 1
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ANGGARAN REALISAS| | LEBIH/(XURANG)
URAIAN
/ e (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
PEMBIAYAAN NETTC 40.681.762,19 40.681.762,19 0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN /ﬂ. 5.136.395.42 (5.136.395,42)

EGEIEITETTITION 311122022 18023
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LAMPIRAN 8 LAPORAN PERUBAHAN APBDesa TAHUN

ANGGARAN 2022

Momor : 8§
Tawn : 22
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALICILIX
TAHUN ANGGARAN 2022
KODE REK URAAN S BERTAMEAH |
SEMULA MEMIADI )
1 F1 3 [ 5 [ ]
4 PENDAPATAN
4 Pendapatan Ask Desa RLTIL00 00 100.732.000.00 000
a2 Pondapstan Transter 2115500057 2TIS.301.403.00 SeRTISeT2
a FPendapstan Larvian a0 0.0 0.0
JUMLAH PEMDAPATAN 2320.0578 1818.034.400,00 79196722
5 BELAMJA
54 Betarys Pegawsi S57.600.280.00 $68.081.800.00 11.480.520,00
52 Beanja Sarang dan Jasa 8524895419 6144600219 A7H. 166,848.00
53 Belanja Modsi saspeR N 1.082.186.363.00 ST 082
56 Belarya Titak Tertuga 21202000 435,900.000.00 {85.202.240.00)
JUMLAH BELANJA prerery LESATIE165,19 MmN
SURPLUS | [DEFISIT) HaSILTE, 1) [40.881.782,19) 0,00
3 PEMBIATAAN
&L Penerimaan Permbiayasn s W 000
611 SILPA Tabun Sebeiomeys asa N st o
PEMBIAYAAN NETTC awsenren asnren [T
IR e~
o Rex m. KETERANGAN
| B 2 &
| SISA LEBIH | [KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN
Ty e
Haaman2
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